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LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG ,

Nomer ¢t 5 3 Tahun 1991 Serie + D 3 liomor : 5

- PERATURAN DAERAI KADUPATEN DAERAI TINGEAT 11 MAGELANG

NOMOR ¢ 2 TAIUM 1991 .

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN DELANJA DAERAT

KADUPATEN DAERAIl TINGKAT IT MAGELANG
TAIIUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA

| BUPATT KEPALA DAERAH Tmmm II MAGELANG

”Hammhung bahwa Anggaran Pendapat.an dan Belanja Dacrah KEa _

bupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggar-
an 1991/1992 perlu ditetapkan dengan Feraturan
Daerch sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang
undang Nomor 5 Tahun 1974.

: 1., Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Fo

kok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peratur
an Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penbentukan Daerah-dadrah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawn Tengeh ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentaimg Fa
jalc Dumi dan Dangunan ;

4+ Peraturan Pemorintah Nowmor 5 Tahun 1975 ten
tang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pe
ngavasan Keuangan Daerah j;
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5. Peraturan Pemerintch Nomor € Tahun 1975 tentang
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Delanja
Daerah, Pelaksanaan Mota Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Delanja Daerah ;

6, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 198/ tentang
Tata Cara Penyediaan dan Penyalurun Subsidi Ga
ji dan Pensiun Daerah Otonon ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri WNomor 11 Tahun
1975 tentang ﬂnntuh—cﬁntuh Cara Pefiyusunan Ang
garan Fendapatan dan “elanjo Daerah,Pelaksanaan
Tata Usaha Feuangan Juerah dan Penyusunan Perhi
tungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8, Peraturan Menteri Dalom Negeri Nomor 11 Tahun
1978 tentang Pelaksanaan Tuntuvtan Ganti Rugi Ke
uangan dan Materiil Nacrah ;

9., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
1978 tentang Penerimaon Sumbengan Pihak Ketiga

kepada Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dglam Negeri Nomor 4 Tahun
1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan
Materiil Daerah ;

11, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil

Pajak Dumi dan Bangunan ;

12, Keputusan Meunteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Ta
hun 1980 tanggal 2 Agril 1980 tentang Manual Ad
minist;'aﬂi llcuanmn Daerah ;

13, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360
tanggal 28 Oktober 198l tentang Program Pembina
an Anggaran Taerch dan Tengendalian Kredit Ang
garan ;

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Ta
hun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manu
al Adminisyrasi Pendapatan Daerah ;
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Keputusan Menterl Dalam Negeri No
mor 94 Tahun 1984 tentang Langkah
Pertama Penoinkronisasian Anggaran
Pendapatan dan Delanja Daerah de
ngan Anggaran Pendapatan dan Delan
Jja Nepara j

Keputusan Menteri Dalam Negeri lio
mor 903=1316 tanggal 12 Scplember
1985 tentang Penyempurnaan Nentuk
dan Susunan Perubahan Anggaran Pen
dapatan dan Belanja Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri No
mor 903-1319 tanggal 19 September
1985 tentang Penyempurnaan Keputus
an Menteri Dalam Negeri Nomor 903
-603 tentang Pelaksanaan Arggaran
Pendapatan dan Belanja Daer-h ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri lo
mor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desem
ber 1985 tentang Petunjuk Feng=lo
loan Pendapatan Daerch lasil Fajok
Bumi dan Bangunan ;

Keputusan Menteri - Dalem Negeri No
mor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986
tentang Penyempurnaoan Bentuk dan
Susunan Tata Usaha Keuangan Daersh
Serta Perhitungan Anggoran FPenda
patan dan Belanja Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri No
mor 903-379 tanggal 11 April 1987
tentang Penggunaan Sistim Digit da
lam Pelaksanaan Anggaran Pendapat
an dan PVelanju Dacrah serta Fetun
juk Teknis Tata Usaha Keuangan Da
erah ;

Keputusan Monteri Dalam Negeri No
mor 903-057 tanggal 19 Januari -
1988 tontang Ponyempurnaan Dentuk
dur:l Susunan Anggaran Pendapatan Da
erah,
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Memperhatikan ¢ 1. Surat lenteri Dalam Negeri Nomor
903/696/PU0D tanggal 14 Februari
1991 Terihal Tedoman FPenyusunan
APDD Tahun Anggaran 1991/1992,

2, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Magelang Nomor 6/DPiD/
1978 tanggal 30 Oktober 1978 ten
tang Peraturan Tata Tertib Dewvan
Pereakilan fokyet Daerah Kabupaten
Daerah Tinghat II Magelangy.

'I-_JL-H

1, Pembicaraon dalem Sidang-sidang Fa
nitia Anggeran Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Habupaten Dazrah
"ingkat II Magelang tanggal 21 san
vai denzan 23 Maret 1991 ;

2. Pembivaraan dalam Sidang Paripurna
Dewan Perwakilan Fakyat Daerzsh Ka
bupaten desrah Tingkat II Magelans

tanggal 30 Maret 1991.

Mendengar

Dengan Paraetujuun DPewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupoten Daerah Ting
kat II Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan ¢ PERATUPAN DATRAIT TENTANG ANGGARAN PEN

EATATAN DAN DELANJA DAERAI KADUPATEN
DAETAIl TINGAATNIT MAGELANG TAHUN ANG

CAMN 1991/1992,

Pasal 1

Jumleh Anggaran Pendapatan dan Delan
ja Dasvah Tahun Anggaran 1991/1992
adalah sebesar Rp, 10,489,865,000,-
terdiri dari @

Dipindai dengan CamScanner
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u.PEI'TDﬂPﬁTﬁN H
i Pﬂfﬂumtﬂnt Sessssasraas RP: 10.439.365.@,—

b, DELANJA :
L R u t i n RP- 5.11913781{!}0,-

= Pembangunan Rps 5,370.487.000,-
Rp- 10-4390865 -mﬁ,-

Pasal 2
Jumlah urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai be
rikut :

a. PENDAPATAN :
oy P'Elﬂﬂpﬂtﬂ.ﬂ. TR X EEE RN NN RP. 1.3&.320.@,-

b. DELANJA :
=Rutin Np. 1.384.820.000,~

- Pembangunan Rp. -
Rp. 1.3&-320'@,-

Pasal 3

(1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 di
miat dalam Lampiran A.

(2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pa
da Ppsal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Laanpiran
A.I., AJII/R, dan A II/P.

(3) Contoh Rincian sebagaimana dimaksud ayat(l) dan
(2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpi
sahkan,

Pasal 4

. Pasal - pasal yang okan dilakukan pergeseran sesuai
peraturan perundang-undangan yung berlaku adalsh se
bagaimana daftar terlampir.

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 5

Teraturan Dacrah ini berlulu setelah mendapat ‘pe
_agesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku
jmulai tanggal 1 April 1991,

BT Ditetapkan di : Kota Mungkid
Wi e Pada tanggal : 30 Maret 1991

D, P. R. D. LUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT II
KADUZATEN DATI IT MAGILANG MAGELANG
KETUA
ttd * ttd
H.RAMELAN . MOHAMAD SOLINTN -

D I SAHLKADN
Deugan Keputusu'l Guhermlr Kapala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Nomor 903/727/1991, tanggal 30 Mei 1991 .
Gubermir Kepala Paerah Tlngkat I
Jawa Tengah

ttd

ISMATIL

Dipindai dengan CamScanner



9

* 7%

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat IT Magelang
Jomor 5 Tahun 1991,, tanggal 6 Juni 1991

Serie D 3§ Nomor 5
Sekretaris Wiluyah/Daerah

ttd

Drs, TOEHAD I,
NIP. 500 031 722.

Dipindai dengan CamScanner
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GUBERNUR KEPALA DAERAI TINGKAT I
JAWA TENGAH

® g #

KEPUTUSAN GUDERNUR KEPALA DAERAIT TINGKAT I JAWA TENGAIN
NOMOR : 903/727/1991

TENTANG
PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAN
KADUPATEN DAERAH TINGKAT IT MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUDERNUR KEPALA DAERAII TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Mage
lang tanggal 25 April 1991 Nomor 903/010/
03/10/ perihal permohonan pengesahan Pera
turan Daerah Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 30
Maret 1991 dan diterima pada tanggal 26
April 1991,
Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae
rah Kabupaten Daerah Tingkat ITI Magelang
Tahun Anggaran 1991/1992 tersebut diatas
untuk dapat dilaksanakan perlu mendapatkan
pengesahan sesuai dengan Peraturan Perun
dang-undangan yang berlalku,

-

Mengingat

1, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo.Pe
raturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabu
paten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Te

ngah

2. Undang=undang Nomor 10 Tahun 1950 ten

tang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa

Tengah (diundangkan pada tanggal 4 Juli
1950) ;

Dipindai dengan CamScanner
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3. Undang-undang Nowor 5 Tahun 1974 tentang Pokok
-pokok Pemerintehan di Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara

~ Nomor 3037 tanggal 23 Juli 1974) ;

4. Peranturan Pemerintuh lNomor 5 Tahun 1975 ten
tang Pongurusan, Perhanpeung jawaban dan Penga
vasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara MNomor 5
Tahun 1975)

5, Peraturan Pemerintah Pomor 6 Tahun 1975 ten .
tang Cara Penyusunan APDD,Pelaksanaan Tata Usa
ha Keuangan Daeroh dan Penyusunan Perhitungan
APBD (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
1975 tentang Contoh = contoh Cara Penyusunan
APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan APDD ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099
tanggal 2 April 1930 tentang Manual Administrz

si Keuangan Daerah ;

8, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319
tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurna
an Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903
-603 tanggal 15 Agustus 198, tentang Pelaksana
an APDD ;
9. Keputusan Menteri Dalar Negeri Nomor 570 - 360 [
tanggel 28 Oktober 1981 tentang Program Fembi
naan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit
Anggaran j;

10, Keputusar. Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun
198, tangeal 15 Nesember 1984 tentang Langkah
Pertama Pensinioronisasian APDD dengan APDN ;

11. Keputusen Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316
tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurna
an Dentuk dan Susunan Perubahan APDD ;

12I EENTEEENRN
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12, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269
tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan
Bantuk dan OSusunan Tata Usaha Keuangan Dae
rah gerta Perhitungan APBD ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379
tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sis
tim Digit dalam Pelaksanaan APBD serta Petun
juk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Heg&ri Nomor 903-056
tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan
Penyempurnaan P0OS 2,2,2, Kepala Daerah, men
jadi Pos 2.2,2. Kepala Daerah dan Wakil Xe

pala Daerah ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor $03-057
.4 ‘tanggal 19 Januari 1988 tentang Peny-mpurna
an Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Da

erah ;

16, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617

tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnsan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1316 Ta

hun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Su
. Sunan- Perubahan APDD ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1990 tanggal 5 Pebruari 1990 tentang Keduduk
an Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

18. Peragturan Menteri Dalam Negeri Nowor 2 Tahun

© 1990 tanggel 5 Pebruari 1990 tentang Ketentu

an Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Per
wakilan Rakyat Daerah.

Memperkatikan 1, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/
PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 tentang Pedo

.man. Penyusunan APDD Tahun inggaran 1991/1992

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor 903/838, tanggal 2 Maret 1991
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapat
ggg g.nn Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/

Dipindai dengan CamScanner
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3. Peraturan Dgerah Kabupaten Daerah Ting
kat II “apeclang Nomor 2 Tahun 1991 tang
gal 30 Maret 1991 +tentang Penetapan
APDD Kabupaten Daerah Tingkat II Mage
lang Tahun An~garan 1991/1992.

MEVFUTUSKAN
Menetapkan

Yertama : Mengesahkan }eraturan Dacrah Kabupaten Dae ¢

, rah Tingkat II Mazelang Nomor 2 Tahun 1991
tanggal 30 Maret 1991 tentang Penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tingkat IT Magelang Tahun Anggaran 1991/
1992 yang berjumlah sebesar. cveececeses
Rp. 10,489.865.000,~ yang terdiri dari :

1. PENDLPATAN :

- Pendapotan Ro. 10.489.865.000,-
2. DELANJA :
~Rutin 5,119.378.000, -

Rp.
- PEmhﬁIlgl.lnnH ?E:. 5-370.43‘?.@0,-
Fbi 10-439-865-000,—

BAGIAN URUSAN FAS DAN PERIITTUNGAN :

1, PENDAPATAN : o
- 1’ﬂnﬂﬂpﬂtﬂn &L 1.3&‘320.@,-

2, DELANJA :
- R u t 1 n @. 113&1&01‘“},“
- Pembangunan Rp, -

R __14384.820,000,=
S ¢ 1 18 i h R NIHIL,

e e T T —
Bttt

Dipindai dengan CamScanner
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Kedua : PENDAPATAN :

1. Beberapa Pendapatan Daerah yang pelaksanaan
pengaturannya masih didasarkan atas Keputus
an Bupati Kepala Daerah antara lain penerima
an RSPD, Catatan 8Sipil agar dituangkan dalam
Peraturan Daerah dan mendapat pengesahan da
ri Pejabat yang berwenang.

2. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam legeri
tanggal 19 Junuari 1988 Nomor : 903-057 ten
tang Penyempurnaan Dentuk dan Susunan Anggar
an Pendapatan Daerah untuk , penempatan ayat
dan uraiannya tidak digunakan kode abjad.

Sehubungan dengan itu maka penganggaran pene
rimaan Daerah yang tercantum pada bzeberapa
ayat dalam Pos, 1,2,5. Lain-lain sepr-ti :

- Penerimaan ayat 1.2,5.190.b, Peneripaan ja
sa Giro agar dipindahkan pada ayat 1l.2.5.
-135- I d

- Ayat 1,2.5,190,a, Penerimaan perijinan a=-
gar dipindahkan dalam ayat 1.2.5.189.

- ‘Penerimaan ayat 1.2.5.190.c,d. dan e. ma
sing-masing dengan uraian _penerimaan doku
men tender, Radius 1500 M? dan lain-lain
agar digabung dalam satu ayat 1.2.5.19C.
dengan uraian Penerimaan lain-lain.

Sedang perincian’ lebih lanjut dijabarkan
dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Dae
rah tentang Penjabaran Fendapatan Daerah.

3. Penganggaran ayat 1.4.2,212, "Subsidi/Perim
bangan Keuangan dari Negara"  sebesar

Rp. 2.784.147,000,= yang pelaksanaannyn un
tuk pembayaran Delanja Pegawal (Gaji/Tunjang
an termasuk tunjangan pangan) agar disesuai
kan plafonnyn menjadi sobosar . seeeeess
RP! 3-637.239-000.-

Dipindai dengan CamScanner
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Denikian pula vengeluaran Pasal - pasal be
lanjanya, sesval dengan surat Menteri Da
lam Negeri tanggel 14 Pebruari 1991 Nomor
903/696/PUOD tentang A Pedoman Penyusunan
APID. Tahun Angparan 1991/1992.

-Selanjutnya penganjpgaran penerimoan dan pe
ngeluaran Belarja Naerah untuk penbayuran
pensiun Daerah yang tercantum dalam ayatl
1.6.1,258 / Pasal 2.16,1,1159,  sebesar

Rp. 393.314.000,~ pada bagian urusan Kas Q
dan perhiturigan ("KP), supaya dihapus kare
na Pensiun Pnerahd Pelaksanaan pembayaran
nya sudah dipindahbkan lewat PT, TASPEN.

fetiga : DELANJA RUTIN :

1, Penganpoaran’ Pasal 2.2.1,1001l.a. Uang Re
presentasi sebesar Rp. 82,440.000,- agar

. diﬁinjqu kembuli disesunikan dengan jumlah
Pt anggota DPRD yang bukan dari Pegawai Nege
ri Sipil (PNS)/ADRY, demikian pula pengang

" =+ garan-Pasal 2.2.1.1,002.a. Tunjangan Kelu
arga-dati beras sebesar Rp. 40.125.000,- ka

- rena bagi anggote DPRD yang berasal dari
-PNS/ABRT sudah-mendapat  penghasilan dari
-Instansi Induknya dan tidak diperkenankan
menerima penghasilan rangkap (double) dari
Pemerintah Daerah Tihgkat IT,sesuai dengan o
Pasal 16 ovat (1) Peraturan "Menteri Dalan

Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 5 Pebrua

ri 199C tentang’ Fedudukan Keuangan Ketua,
Wuk:L‘L Ketua dan Anggota DPRD,

Kacuo.li apabila jumldh penghas ilnn yang di
‘terima oleh anggota DIID  dari PNS/ADRI le

‘bili 'kecil dari uane Representasi maka peme
rintah r..uarah membayar selisihnya saja

....

yang menjadi beban APFND Tingkat II.

Dipindai dengan CamScanner
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2. Penyediaan dana untuk tunjangan perbaikan
Penghasilan sebesar Rp. 22,279,500,~ tidak
diperkenankan supaya dihapus dan dipindah
kan untuk kegiatan lain yang lebih priori
tas karena yang ‘dimakeud tunjangan lain
adalah tunjangan beras, sesuai dengan Pera
turan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1990.

3. Pengangguran Pos, 2.2.2, Kepala Daerah khu
susnya Pasal 2.2.2,1002.,b. biaya Rumah

Tangga sebesar Rp. 20,000,000,- dan Pasal
2.2,2,1009,b. Biaya pemeliharaan kendaraan

..... Dinas -sebesar Rp. 15.000.000,~ dalam lam
. piran.Keputusan _[Dupdti Kepala Daerah ien

tang Penjabaran Kegiatan/Pasal Delanja Ru

tin agar dirinci sefgingga jelas penggunaan

4. Unit yang bertanggung javab untuk kegiatan
Pr g Generasi = muda sebesar

Rp. 3.000.000,- yang dananya dari ganjaran
yang sudah ditetapkan secara pasti dimama

_ telah-ditunjuk Bagian KESRA ogar dipindah
kan pada DIT SOSPOL, sebagai UNIT yang ber
tanggung jawab sesuai dengan surat Menteri
Dalam Negeri tanggal 14 Pebruari 1991 lio
mor 903/696/PUOD tentang Pedoman Penyusun
an APBD Tahun Anggaran 1991/1992.

5. Penyediaan Plaket / Dadge / Vandel sebesar
Rpe 2.000.,000,~ tidak diperkenankan agar
dipindahkan kepada kegiaten yang lebih pri
oritas sesuai dengan surat Menteri Dalan
Negeri tanggal 14 Pebruari 1991 Nomor 903/
696/PUOD dan Keputusan Menteri Dalam Nege
ri Nomor 903-1319 Tahun 1985,

6, Pasal 2,.2,4.1081, Uang perangsang ataun In
sentip sebesar Rp., 99.497.000,- yang dalam
P""‘}a‘*ﬁ“"“‘;“ pun ta;niwg muai%_didps&rkan

. @putusan @ orah
ﬂ tuangkan dalam Fgruturgglﬁuug%ﬂinﬁuggﬁ

;il%!p%t pengesahan dari pejabat yang berwe
iy e

Dipindai dengan CamScanner
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Keempat : DBELANJA PEMOANGUMAN .,

. 1, Sistimatika penulisan Program didalam APDD
agar disesvaikan dengan Program yang ditu
angkan dalam Rewulita Daerah Tingkat II Ka
bupaten Magelang.

2, Didalam permliran pada buku lampiran A/I1/
P, khusuenya untuk penjabaran Proyek agar
berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam He
geri Nomor 903-1316 Contoh : .

A. STANDART BIAYA.

1. Persiapan ! seececavss HPe svccces
2. Pala-kaﬂmun P sssssssrean RP- EEE R Y
3. Mupinistrasi Proyek RPe ssssves

B. Q_ATIGET:

ﬂ.l ii-ii.--.--

bl LB B I

cC. LOKAS I.

AR R EE R EERE RN

aF &8 = FE A0 REERERP

Selanjutnya untuk penulisan dalam "Pelaksa
noan" supaya dicantumkan Jenis Kegiatan,

dan bukan rivcinn jenis pengeluaran (seper
ti bahan, konstruksi dan lain-lain).

3. Pasal 2P,0.17,2,01,701, "Proyek Bantuan Mo »
dnl Apotik" sebesar Rp. 20,000,000,~dalan
lampiron Keputusan Dupati Kepala Daerah
tenteng “enjabaran Delanja Pembangunan
agar dicantumkan tanggel dan nomor dari Fe
raturan Daerah yung melandasi Penyertaan
Modal tersebut,

4. Untuk proyek-proyek Dantuan Pembangunan
yang danonya Inpres, uagur disesuaikan de
ngan Surat Pengesahan Anggaran Dantuan Pro
yek (SPADP) Tahun Angguran 1991/1992, dan

Dipindai dengan CamScanner
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Memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri tang
gal 26 Pebruari 1991 Nomor 050/585/87 serta
Surat Keputusan Gubernur Kepola Daerah Ting
kat I Jawa Tengah tanggal 24 April 1991 Nomor
050/43/91 tentang Petunjuk Pelaksannan Proyek
proyek Pembangunun di Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah Tahun Aagga: an 1991/1992.

5% Pasal 2P1011611a92|007' I’ro‘_'.rtk Rehabilitasi
Kantor Kecamatan Tegulrejo, Muntilan, Dulcun
dan Mertojudan ecbesnr Rp. 135,000,000,~ yang
sumber dananya dari Inpres Daerah Tingkat II
tidak diperkenankan ' dan agar - dibiayai dari
PADS, sesuni dengan Surat Menteri Dalanm lege
ri tanggal 26 Pebruari 1991 Nomor 050/585/57
dan surat Keputusan Gubermur Kepela Dacrzh
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Aoril 1991

Nomor : 050/43/91.

6. Pasal 2P,0,16,1.02.006. Proyek pengadaan ken
daraan bermotor sebesar Rp. 86.,000,000,~ Fe
laksanaan pengadaannya agar memperhatikan je
nis, merk dan harga dengan berpedoman pada
standarisasi yang ditetapkan oleh Menteri Ko
ordinator Bidang EKUIN dan pengawasan Femba
ngunan, sesuai dengan surat Menteri Dalan Fe
geri tanggal 14 Pebruari 1991 Nomer 903/696/
PUOD. :

7. Penyediaan kredit Pasal 2P,.0,15.2,02,001., Pro
yek penyusunan data awal obyek dan subyek PLD
sebesar Rp. 38,000,000,~ yang dananya dari In
pres Daerah Tingkat II, tidak digerkenanian
sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tang
gal 14 Pebruari 1991 Nomor 903?696 0D kare
na akan dibiayai dengan DIP DITJEN Pajak dan
Dinya Operasional POD sesuai Surat DITJEN Pa
jok tanggal 1, Januari 1991 Nomor 351/Pjb/ol.

izoiima ¢ Apabila-Penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran
1991/1992 telah melampuui mgaq Triwulan ITI, wma
ka supaya dihindari adanya penganggaran proyek-
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proyek baru mengingat jongka waktu proses per
siapan dangal pendek schingga proyek = proyek
dimaksud tide!: dimunzkinkan lagi untuk dilak
sanakan karena nenjelang Tahun Anggaran berak
hir.

Keenan Segera dilakukan perubalian terhadap APDD Kabu
paten Daerah Tingkat II Magelang Talun Anggar
an 1991/1992 dengan mongikuti seluruh ketentu
am seperti ditetapkan delam diktum-diktum ter
sebut diatas. .

K10

Sambil menunggu perubahen dimaksud supaya di
lakukan perubshan terhcdap Keputusan Dupati
Kepala Paerah Tingkat I1 Magelang Nomor 128.4
/47/Kep/03/1991 - tonggal 1 April 1991 tentang
Penjabaran fnggaran Pendapatan,Kegiatan/Pasal
dan Proyek APBD Talun Anggaran 1991/1992, se
suai denean diktum - diktum diatas dan seiiap

Perubahan Kepitusan Bupati Kepala Daerah supa
ya dikirim kepada “ubernur Kepala Daerah Ting
I Jawa Tengah untuk laporan semestinya.

KKetujuh : Pengesahan AI'SL Kabupaten Daerah Tingkat IT
Magelang Tahun Anggaran 1991/1992 adalch Pe
‘ngesahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1991
tanggal 30 Maret 1991 beserta lampiran-lampir
annya- dengan perubahan-perubahan seperti ter
cantum dalam diktum « diktum diatas dengan ca .
tatan behwa semua jenis. . penerimaan dan penge
luaran hanya dapat dianggap sah apabila dida
sarkan pada Fercturan Perundang-undangan yung
berlaku,

Kedelapan i Bupati Kepola Daerah Tingkat IT Magelang ha
rus mengirimkan laporan triwvulanan wengenai
Mealisasi APDD Tahun Anggaran 1991/1992 selam
bat=lambatnva 1 (satu) "bulan setelah triwulan
bersangkutan berakhir dengan mengisi contoh
B.XV ; DXVI dan D.XVII (Peraturan Menteri Da
lam Negeri Nomor 11 Tahun 1975) kepada :
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¢ a., Gubermur Kepala Baerah Tingkat I Jawa Te
ngal (Diro Keuangan, Dagian Anggaran Dae
rah Bawabhan Sekwilda Tingkat I Jawa Te-
ngah) di Semarang ;

b, Kepala Inafaktorut Wilayah Propinsi Dae
rah Tingkat I di Semarang.

¢e Pembantu Gubernur Jawa Tengah unmtuk Wila
yah Kedu di Magelang.

Kesembilan : Setelah menerima Keputusan Pengesahan ini ,
Kepala Daperah supayn segera mengumumkannya
dalam Leinbaran Daerah sesuai dengan Pasal -
9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Ta.
hun 1975 tentang Pengurusan, Pertangsung ja
waban dan Pengawasan Keuangan Daerah,

Kesepuluh : Keputusan ini berlaku pada tang:al ditetap
kan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April
1991.

Ditetapkan di ¢ S EM A R7A ¥ G.
Pada tanggal : 30 Mei 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TRNGAH

ttd
ISMAIL

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth,

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta
di Yogyakarta, '

2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta.

3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah Up Direktur Kouangan Daerah)
di Jakarta,
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i, Sekretaris Jenderal Departemen Lalam Negeri
Up Kepala Diro Keuangan di Jakabta.

§, Wakil Gubernur Kepala Daerah T'ingkal I Jawa Tengah
Didang I dan IL.

6. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
n: Serma Asisten Sekretaris 1layah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah.
g, Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Kedu
di Magelang. [ ]
9. Ketua DAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
di Semarang.

10. Xepala Inspektorat Wilayah Propinsi Bueruh Tingkat I
Jawa Tengah di Semarang.

11. Kepala Biro Hukum Kantor Sekwilda Tingkat I
Jawa Tengah.

12, Bupeti Kepala Daerah Tingkat II Magelang
di Kota Mungkid.

Ketua DPRD Kabupaten Dgerah Tingkat II Magelang
di Kota Mungkid.

12, Perkas Surat keputusan.

1 sampai dengan 11 urrtulr diketahui.
12 - " .. 13 pguna diindahkan.
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